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PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 35/PMK.02/2010 
TENTANG 

MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH 
DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS 

HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK 
PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat dan keadilan 
kepada daerah dan menjaga iklim investasi yang kondusif 
bagi investor, perlu diatur penghitungan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang berasal dari Bagian Pemerintah atas hasil 
pengusahaan sumber daya panas bumi yang ijin 
pengusahaannya diperoleh atau kontrak pengusahaan panas 
buminya ditandatangani sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 
1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2010, atas komoditi panas bumi telah tersedia pagu 
anggaran untuk pembayaran Pajak Penghasilan ditanggung  
oleh Pemerintah; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG 
PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN 
NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN 
SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2010 perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya 
Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun 
Anggaran 2010; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5075); 

2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang 
Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pungutan-pungutan lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa 
dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk 
Pembangkitan Energi/Listrik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 83); 

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 

tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan 
Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Atas Hasil 
Pengusahaan Sumber daya Panas Bumi Untuk 
Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
209/KMK.04/1998; 
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